
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 
 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
NOMOR :  74 /Kep. Bup/BKPSDM/2024 

 

TENTANG 
 

 UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

TAHUN 2024 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) 
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2017 

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pengelola Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2024; 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan 
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko 
dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan 
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1965 Nomor  50, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

 
2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3969); 
 

 SALINAN 



 

 
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6409); 

 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202); 

 

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 572); 
 

 

 
 



10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana 
telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

2021 Nomor 5); 
 

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 
2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

2017 Nomor 28), sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
2022 Nomor 16). 

 

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 
2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
2023 Nomor 25); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 

 
KESATU  : Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara  Negara (LHKPN) Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Tahun 2024 yang terdiri dari : 

 
1. Koordinator LHKPN : Sekretaris Daerah Kab. 

Tanjung Jabung Barat 

2. Wakil Koordinator 1 LHKPN : Inspektur Kab. Tanjung 
Jabung Barat 

3. Wakil Koordinator 2 LHKPN : Kepala BKPSDM Daerah 
Kab. Tanjung Jabung Barat 

4. Administrator LHKPN   
  Nama  :  RINNA MAYASARI,SE 
  NIP  : 19850510 201001 2 026 

  Unit Kerja  : BKPSDM Daerah Kab. 
Tanjung Jabung Barat 

5. Administrator LHKPN 
Nama   :  Amelia Joviani.S.Kom 

NIP  : 199201232 201903 2 003 
Unit Kerja  : BKPSDM Daerah Kab. 

Tanjung Jabung Barat 

 
KEDUA  : Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 
 

 
 
 

 
 

 



a. Koordinator LHKPN mempunyai tugas : 

1. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal 
monitoring terhadap kepatuhan wajib LHKPN; dan 

2. melakukan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN 
dalam melaporkan dan mengumumkan harta 
kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN 

dalam www.elhkpn.kpk.go.id. 
 

b. Wakil Koordinator mempunyai tugas : 
1. membantu melakukan koordinasi dengan KPK dalam 

hal monitoring terhadap kepatuhan wajib LHKPN; dan 
2. membantu melakukan evaluasi tehadap kepatuhan 

wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan 

harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-
LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id. 

 
c. Administrator mempunyai tugas : 

1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan 
jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 
Desember setiap tahun; 

2. melakukan pemutakhiran data sebagaiman dimaksud 
pada angkat 1 ke dalam Aplikasi e-LHKPN; 

3. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan  Pemerintah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mematuhi 

kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 
4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, 

melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan 

update perubahan data wajib lapor. 
 

KETIGA : Sekretariat Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2024 berkedudukan di Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2024 sampai dengan 31 Desember 2024. 
 

 
Ditetapkan di Kuala Tungkal 
pada tanggal, 26 Februari  2024 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
                           ttd 

 
ANWAR SADAT 

 

http://www.elhkpn.kpk.go.id/
http://www.elhkpn.kpk.go.id/

